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NUR AQSHA HIJRAH (B11110161). Analisis Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 Terhadap Penegakan Hukum Tindak 
Pidana Lingkungan Hidup dibimbing oleh Andi Sofyan dan Haeranah 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hakim 
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 dan 
implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 
dalam rangka penegakan hukum tindak pidana lingkungan di Indonesia  
Penelitian ini dilakukan di Balai Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan 
wawancara dan tetap memperhatikan buku-buku dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan: 1). pertimbangan hakim Mahkamah 
Konstitusi dalam putusan nomor 18/PUU-XII/2014 telah sesuai dengan 
UUD NRI 1945 dan semangat dari UUPPLH dengan tujuan untuk 
menjamin hak asasi manusia yaitu untuk memperoleh lingkungan hidup 
yang baik dan juga menguatkan pelaksanaan penegakan hukum 
lingkungan khususnya yang terkait dengan penegakan hukum pidana 
lingkungan dengan mempergunakan keterpaduan penegakan hukum 
pidana dengan tetap memperhatikan asas ultimum remedium. 2). Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 memberikan  pengaruh 
yang sangat besar terhadap penegakan hukum lingkungan yang 
mewajibkan pelaksanaan penerapan hukum terpadu baik penyidik negeri 
sipil, penyidik polisi, jaksa dibawah koordinasi menteri lingkungan. 
Disarankan agar : 1). Pemerintah dan semua instansi terkait dalam hal 
penegakan hukum Lingkungan sebaiknya melakukan kerja sama yang 
terpadu dan konsisten dalam hal mewujudkan penegakan hukum 
lingkungan. 2) Diharapkan kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga 
terkait agar menyesuaikan tugas dan kewenangannya dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 agar terwujud sinergitas 
antar instansi..  
 
Kata Kunci : Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Putusan Mahkamah 









NUR AQSHA HIJRAH (B11110161). Analysis of Constitutional Court 
Decision No. 18 / PUU-XII / 2014 Law Enforcement To Environmental 
Crime supervised by Andi Sofyan and Haeranah 
 
This research aims to analyze Consideration Constitutional Court in 
Decision No. 18 / PUU-XII / 2014 and the legal implications of the 
Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XII / 2014 in the framework of 
environmental crime enforcement in Indonesia 
 
This research was conducted at the Center for Security and 
Enforcement of Environmental Law. The method used in this research is 
the field where data collection is by interview and still pay attention to the 
books and the legislation in force. The data obtained and analyzed 
qualitatively and presented by descriptive. The research results indicate: 
1). consideration of the judge of the Constitutional Court in a decision 
number 18 / PUU-XII / 2014 in accordance with the Constitution NRI 1945 
and the spirit of UUPPLH with the aim of guarantee human rights, namely 
to earn a good living environment and also strengthen the implementation 
of environmental law enforcement in particular related to enforcement 
criminal law by using the integration of environmental criminal law 
enforcement with regard to the principle of ultimum remedium. 2). 
Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XII / 2014 provides an 
enormous influence on the enforcement of environmental law which 
requires the implementation of law enforcement investigators better 
integrated civil, police investigators, prosecutors under coordination by the 
environment minister. It is recommended that: 1). Governments and all 
relevant institutions in the case of law enforcement should be doing the 
same work environment that is integrated and consistent in terms of 
realizing the environmental law enforcement. 2) It is expected that the 
Government and relevant institutions in order to adjust the duty and 
authority to the Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XII / 2014 in 
order to realize synergy between institutions. 
 
Keyword : Environmental Criminal, Constitutional Court Decision, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha 
Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-
Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar 
dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa 
Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan 
peningkatan kualitas hidup itu sendiri.  
Secara ekologis makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya 
berada dalam hubungan saling ketergantungan dan saling keterkaitan 
antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu semua organisme dan 
makhluk hidup serta benda-benda abiotis lainnya harus memperoleh 
martabat yang sama. Cara pandang ini mengandung makna bahwa dalam 
pengelolaan lingkungan hidup dituntut adanya penghormatan, 
pemenuhan, dan perlindungan yang sama terhadap hak yang sama untuk 
hidup dan berkembang yang tidak hanya berlaku bagi semua makhluk 
hayati tetapi juga bagi yang non hayati. 
 Hak semua bentuk kehidupan untuk hidup adalah sebuah hak 
universal yang tidak bisa diabaikan. Manusia sebagai salah satu spesies 
dalam ekosistem harus mengakui bahwa kelangsungan hidupnya dan 
spesies lainnya tergantung dari kepatuhannya pada prinsip-prinsip 
ekologis. Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 23 
2 
Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 1997), 
telah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian diganti 
dengan hadirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup (selanjutnya disebut 
UUPPLH). UUPPLH ini terdiri dari 127 pasal yang mengatur secara lebih 
menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 
UUPPLH memberikan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola 
pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan 
penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan 
pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan 
keadilan. 
Meskipun berbagai macam regulasi di bidang lingkungan telah 
diundangkan namun kondisi dan kualitas sumber daya alam dan 
lingkungan hidup di Indonesia dapat dikatakan masih memprihatinkan. 
Pada beberapa periode tahun belakangan ini, kejadian perusakan dan 
pencemaran lingkungan, baik yang diakibatkan oleh bencana alam 
maupun akibat ulah dari manusia itu sendiri, semakin memperburuk 
“potret” sumber daya alam dan lingkungan Indonesia. Hal ini antara lain 
disebabkan oleh semakin tahunya masyarakat akan arti penting dari 
pengelolaan lingkungan di satu pihak, sedangkan di pihak lain peraturan 
dan atau penerapan peraturan tersebut kurang atau bahkan tidak 
digunakan sama sekali. Ironisnya, ini justru terjadi pada saat Indonesia 
3 
sedang giat-giatnya berkomitmen pada berbagai perjanjian dan 
kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup di tingkat regional 
dan internasional. Terlebih lagi kenyataan menunjukkan bahwa selama ini 
telah banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk 
mengantisipasi dan mengatasi kondisi di atas baik oleh pemerintah dan 
para pemangku kepentingan lainnya.1 
Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan 
meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat 
terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan mahkluk hidup 
lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari 
kegiatan industri mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) 
yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih 
jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Atau sekurangkurangnya 
mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus 
menanggungnya.  
Berkaitan dengan pengelolaan limbah B3, Bachtiar Abdul Fatah telah 
dinyatakan sebagai terdakwa dan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
karena dituduh telah melanggar ketentuan dalam UUPPLH. Bachtiar juga 
didakwa telah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan alasan proyek 
bioremediasi tanah yang terkontaminasi limbah minyak bumi yang 
dihasilkan oleh PT CPI dilakukan oleh PT CPI tanpa adanya izin 
                                                          
     1 Deni Bram, 2014, Hukum Lingkungan Hidup, Gramata Publishing, Bekasi, hal. 18. 
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sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UUPPLH. Pasal a quo 
memang mewajibkan pengelolaan limbah B3 mendapat izin dari menteri, 
gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-
masing. Namun, menurut Bachtir ketentuan Pasal 59 ayat (4) UUPPLH2 
tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam ayat (1) pasal yang sama. 
Pasal 59 ayat (1) UUPPLH3 a quo justru mewajibkan setiap orang yang 
menghasilkan limbah B3, seperti PT CPI, melakukan pengelolaan limbah 
B3 yang dihasilkannya. Dengan kata lain, ada atau tidaknya izin, 
penghasil limbah harus mengolah limbah B3 yang dihasilkannya bila tidak 
ingin dikenai sanksi pidana. Padahal, izin pengelolaan limbah B3 yang 
diwajibkan oleh Pasal 59 ayat (4) UUPPLH dapat saja belum keluar, salah 
satunya karena perpanjangan izin sedang diurus.  
Bachtiar mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 59 ayat (4), Pasal 
95 ayat (1)4, dan Pasal 102 UUPPLH5. Pada 21 Januari 2015, Mahkamah 
mengabulkan seluruh permohonan Bachtiar dan menyatakan pasal-pasal 
yang berisi ketentuan perizinan pengolahan limbah bahan berbahaya dan 
beracun (B3) bertentangan dengan Konstitusi.  Mahkamah Konstitusi (MK) 
mengabulkan permohonan uji materi Pasal 59 ayat (4) dan Pasal 95 ayat 
(1) UUPPLH yang diajukan Bachtiar Abdul Fatah. Mahkamah menyatakan 
                                                          
     2 Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 
     3 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 
yang dihasilkannya 
     4 Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, 
dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, 
kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. 
     5 Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 
(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). 
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Pasal 59 ayat (4) yang mengatur kewajiban izin pengelolaaan limbah 
bahan berbahaya dan beracun (B3) dinyatakan inkontitusional bersyarat. 
Sementara, Pasal 95 ayat (1) menyangkut penegakan hukum lingkungan 
ditafsirkan wajib dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait.  
Dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014, Mahkamah 
menyatakan dalam amar putusannya bahwa  
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;  
1.1. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan 
limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau 
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi 
pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya 
masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”;  
1.2. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari 
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan 
kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang 
permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus 
dianggap telah memperoleh izin”;  
1.3. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
1.4. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;  
1.5. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
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dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang 
bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”; 
1.6. Frasa “tindak pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak 
pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang 
ini”; 
1.7. Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) 
selengkapnya menjadi “Dalam rangka penegakan hukum 
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak 
pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang 
ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik 
pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah 
koordinasi Menteri”; 
 
Mahkamah beralasan dalam konteks subjek hukum yang belum 
berizin dan proses pengurusan izinnya sedang berlangsung tidak dapat 
secara hukum dianggap telah memperoleh izin, sehingga tidak dapat 
mengelola limbah B3. Untuk subjek hukum yang tengah mengajukan 
perpanjangan izin secara formal belum mendapat izin. Namun, secara 
materil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin, selanjutnya 
pada Pasal 95 ayat (1) UUPPLH penegakan hukum pidana lingkungan 
mempergunakan keterpaduan dengan tetap memperhatikan asas ultimum 
remedium sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 
administrasi dan perdata dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ini 
hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu yaitu pemidanaan 
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terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. 
“Koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan suatu keniscayaan yang 
didasarkan fakta  dampak buruk limbah B3. Sebab, menggeneralisasi 
pelanggaran hukum lingkungan yang tidak tunggal sebagai kejahatan juga 
tindakan ketidakadilan. Menurut Mahkamah, pengertian tindak pidana 
lingkungan hidup dalam Pasal 95 ayat (1), tidak hanya terbatas tindak 
pidana lingkungan hidup, tetapi juga tindak pidana lainnya, seperti tindak 
pidana korupsi terjadi sebagai akibat pelanggaran UUPPLH. “Karenanya, 
tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak 
pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak pidana lainnya.”  
Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 telah memberikan pemaknaan 
baru terhadap penegakan hukum lingkungan hidup khususnya pada pasal 
59 ayat 4 UUPPLH dan pasal 95 ayat (1) UUPPLH. Sehingga 
menimbulkan pertanyaan bahwa Apakah yang menjadi pertimbangan 
hukum (Ratio decidendi) hakim MK  dalam memutus perkara pengujian 
UUPPLH Pasal Pasal 95 ayat (1) ? dan apakah implikasi Putusan MK 
Nomor 18/PUU-XII/2014 dalam rangka penegakan hukum tindak pidana 
lingkungan di Indonesia ?  
 
B. Rumusan Masalah  
1. Apakah Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam 
Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014? 
2. Apakah implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
18/PUU-XII/2014 dalam rangka penegakan hukum tindak pidana 
lingkungan di Indonesia ?  
8 
C. Tujuan  
1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi 
dalam Putusan Nomor 18/PUU-XII/2014 
2. Untuk mengetahui Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XII/2014 dalam rangka penegakan hukum tindak 
pidana lingkungan di Indonesia             
D. Manfaat Penelitian  
Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara 
teoritis dan praktis sebagai berikut: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih positif 
dalam perkembangan teoritis tentang Penegakan hukum pidana 
lingkungan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 18/PUU-XII/2014 terkait uji materiil Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif 
dalam praktik hukum di Indonesia terutama dalam hal penegakan 








A. Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan  
1. Defenisi  
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya, keadaan, dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, 
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan 
kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.6 Lingkungan sebagai 
sumber daya merupakan asset yang dapat diperlukan untuk 
mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air 
dan kekayaan alam terkandung di dalamnya di pergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
 Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto7, sumber daya 
lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. 
Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya 
regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat di gunakan 
secara lestari. Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson menjelaskan 
pengertian hukum lingkungan sebagai berikut “Environmental Law can be 
generally defined as the body of law that contains elements to control the 
                                                          
     6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup 
     7 Otto Soemarwoto dikutip dalam buku Supriadi, 2010, Hukum Lingkungan di 
Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 4. 
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human impact on the Earth and on public health”.8 Hukum lingkungan 
menurut Lal Kurukulasuriya dan Nicholas A. Robinson adalah seperangkat 
aturan hukum yang memuat tentang pengendalian dampak manusia 
terhadap bumi dan kesehatan publik. Hukum lingkungan adalah kategori 
hukum yang sifatnya luas yang mencakup hukum yang secara khusus 
menunjuk persoalanpersoalan lingkungan dan secara umum hukum yang 
secara langsung menunjuk pada dampak atas persoalan-persoalan 
lingkungan.9 
UNEP mendefinisikan hukum lingkungan sebagai the body of law 
which contains elements to control the human impact on the 
environment.10  (Hukum lingkungan adalah seperangkat aturan hukum 
yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap 
lingkungan). A.B. Blomberg, A.A..J. de Gier and J. Robbe memberikan 
definisi hukum lingkungan sebagai berikut “environmental law is generally 
understood as the law protecting the quality of the environment and nature 
conservation law, thus excluding, at the very least, building law and land 
development law”.11 (Hukum lingkungan secara umum dipahami sebagai 
hukum yang melindungi kualitas lingkungan dan hukum konservasi alam, 
kemudian paling tidak, hukum bangunan dan hukum pembangunan 
pertanahan). Siti Sundari Rangkuti menyatakan bahwa dari substansi 
hukum yang merupakan materi hukum lingkungan, maka mata kuliah 
hukum lingkungan digolongkan ke dalam mata kuliah hukum fungsional 
                                                          
     8A’an Efendi, Penyelesaian Kasus Pencemaran Lingkungan Dari Aspek Hukum 
Lingkungan, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Juni 2011, Vol. 7, No. 1, hal 63 
     9 Ibid 
     10 Ibid 
     11 Ibid 
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(functionele rechtsvakken), yaitu mengandung terobosan antara berbagai 
disiplin hukum klasik (tradisional). Substansi hukum lingkungan 
menimbulkan pembidangan dalam hukum lingkungan administratif, hukum 
lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan, hukum 
lingkungan internasional yang sudah berkembang menjadi disiplin ilmu 
hukum tersendiri dan hukum tata ruang.12 Dengan demikian, hukum 
lingkungan tidak merupakan bagian hukum publik ataupun bagian dari 
hukum privat, namun mencakup hukum publik dan hukum prifat sekaligus. 
Hukum lingkungan adalah hukum fungsional yang mengandung aspek 
hukum publik dan aspek hukum privat. 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup  
Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut 
Pasal 3 UUPPLH adalah 
a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 
b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia 
c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 
ekosistem 
d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup 
e. mencapai keserasian, kelarasan; dan keseimbangan lingkungan 
hidup 
f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi 
masa depan 
g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 
sebagai bagian dari hak asasi manusia  
h. mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana 
i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 
j. mengantisipasi isu lingkungan global. 
 
                                                          
     12 Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan 
Nasional, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya. hal. 4-5. 
12 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam UUPPLH ini 
dilakukan penguatan prinsip atau asas hukum baik yang terkait dengan 
aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk 
menegakan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang 
digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Pasal 2 
UUPPLH adalah: 
a. Asas Tanggung Jawab Negara (State Responbility Principle)13  
b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (Preservation and 
Sustainability Principle)14”.  
c. Asas Keserasian dan keseimbangan (Harmony and Balances 
Principle).15 
d. Asas Keterpaduan (Integratedness Principle).16  
e. Asas Manfaat (Benefit Principle).17”. 
                                                          
     13 Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 huruf a UUPPLH 
Asas ini memiliki makna bahwa 1. negara menjamin pemanfaatan SDA akan 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, 
baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. 2). negara menjamin hak warga 
negara atas lingkungan yang baik dan sehat. 3). negara mencegah dilakukannya 
kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/kerusakan lingkungan 
hidup. 
     14 Asas kelestarian dan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH. 
Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan 
bahwa: “setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 
mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya 
pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup 
     15 Asas ini merupakan asas yang bersumber dari prinsip pembangunan berkelanjutan 
yang memadukan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan aspek lingkungan dalam 
pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH bahwa yang 
dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa “pemanfaatan 
lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, 
sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem”. Dengan demikian, aspek 
lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan 
     16 Asas keterpaduan menurut penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH bahwa 
“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan 
berbagai komponen terkait”. 
     17 Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2 huruf e UUPPLH bahwa “segala usaha 
dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuakan dengan potensi SDA 
13 
f.  Asas Kehati-hatian (Precautionary Principle).18  
g.  Asas Keadilan (Equitable Principle)19.  
h. Asas Ekoregion (Ecoregion Principle)20.  
i. Asas Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Principle).21  
j. Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle).22  
k. Asas Partisipatif ( Participation Principle).23 
l. Asas Kearifan Lokal ( Local Wisdom Principle).24 
m. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( Good Governance 
Principle).25  
n. Asas Otonomi Daerah (Local Autonomy Principle).26  
                                                                                                                                                               
dan ligkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia 
selaras dengan lingkungannya 
     18 Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH yang dimaksud dengan asas kehati-
hatian bahwa “ketidakpastian mengenai suatu dampak usaha dan/atau kegiatan karena 
keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan 
untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap 
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup” 
     19 Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH bahwa “perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional 
bagi setiap warga negara, baik lintas derah, lintas generasi, maupun lintas gender” 
     20 Asas ekoregion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan 
dalam UUPPLH.Menurut penjelasan pasal 2 huruf h UUPPLH, yang dimaksud dengan 
asas ekoregion bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingungan hidup harus 
memerhatikan karakteristik SDA, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat 
setempat, dan kearifan lokal” 
     21 Menurut penjelasan pasal 2 huruf i UUPPLH, yang dimaksud dengan asas 
keanekaragaman hayati bahwa “perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup harus 
memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan 
keberlanjutan SDA hayati yang terdiri atas SDA nabati dan SDA hewani yang bersama 
dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”. 
     22 Menurut penjelasan pasal 2 huruf j UUPPLH adalah bahwa setiap penanggung 
jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan. 
     23 Dalam Pasal 2 huruf k UUPPLH dijelaskan yang dimaksud dengan asas partisipatif 
bahwa “ setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses 
pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungn dan pengelolaan lingkungan 
hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung” 
     24 dalam pasal 2 huruf l UUPPLH bahwa “ dalam perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup harus memerhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 
masyarakat 
     25 penjelasan pasal 2 huruf m UUPPLH bahwa “perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan 
keadilan”. 
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3. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
Penegakan hukum lingkungan disebut dalam bahasa Inggris  law 
enforcement. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia 
memberikan makna bahwa penegakan hukum selalu dengan paksaan 
(force) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya 
bersangkutan dengan hukum pidana saja.27 Penegakan hukum memiliki 
arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan 
kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam 
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.28 Secara konsepsional, 
maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan 
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap 
dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan 
hidup.29 Penegakan hukum lingkungan merupakan penegakan hukum 
yang cukup rumit karena hukum lingkungan menempati titik silang antara 
antara pelbagai bidang hukum klasik.30 Penegakan hukum lingkungan 
merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan 
kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:31 
 
                                                                                                                                                               
     26 Menurut penjelasan pasal 2 huuf n UUPPLH bahwa “pemerintah dan pemerintah 
daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintaha dibidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman 
daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” 
     27 Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 
48. 
     28 Ibid, hal 49. 
     29 Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Rajawali, Jakarta, hal. 3.  
     30 Siti Sundari Rangkuti, Op. Cit., hal. 214. 
     31 Ibid, hal 52. 
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1. Perundang-undangan 
2. Penentuan standar  
3. Pemberian izin 
4. Penerapan 
5. Penegakan hukum 
 
Berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan 
hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk bentuk pendekatan 
hukum yang bersifat represif. Ternyata bahwa penyelesaian masalah 
lingkungan melalui pendekatan represif tersebut sebagian besar tidak 
memberikan hasil yang memuaskan, karena : 32 
a. adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah 
lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat, 
b. sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas 
faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya 
profesionalitas aparat penegak hukum, dan 
c. mahalnya biaya finansial dan sosial (financial dan social cost) 
yang harus dipikul masyarakat yang umumnya memiliki posisi 
sosial ekonomi lemah, serta 
d. rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai 
kendala non-yuridis bagi para korban pencemaran lingkungan.  
 
Di samping itu, terdapat risiko yang paling serius karena 
pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian pada sumber 
penyebab pencemarannya, akan tetapi hanya pada subjek pencemar 
serta korban pencemaran. Artinya, kendatipun penegakan hukum berhasil 
dilaksanakan, pencemaran sebagai akar permasalahan utama tidak 
berhasil dicegah dan dikendalikan secara efektif.  
P. Joko Subagyo33 menegaskan bahwa penegakan hukum 
berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan 
perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun 
                                                          
     32 Ahmad Husni dan Bambang Sugino, 2006, Strategi Pendekatan Hukum Dalam 
Penyelesaian Masalah Lingkungan, Jakarta: FHUI. hal. 6. 
     33 P. Joko Subagyo, 1992,  Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya, 
PT. Rineka Cipta, hal. 84-85. 
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penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Penegakan hukum 
lingkungan hidup terkait berbagai aspek yang cukup kompleks dengan 
tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang dapat 
dinikmati oleh setiap manusia dalam pengertian luas dengan tidak 
mengganggu lingkungan itu sendiri. Sementara, Daud Silalahi34 
mengatakan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia ini 
mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement). Oleh 
karena itu program penegakan hukum lingkungan nasional menurut beliau 
mencakup:  
a. penegakan sistem hukum 
b. penentuan kasus-kasus prioritas yang perlu diselesaikan secara 
hukum 
c. peningkatan kemampuan aparat penegak hukum 
d. peninjauan kembali Undang-Undang Gangguan 
Penegakan hukum lingkungan harus dilihat sebagai sebuah alat 
untuk mencapai tujuan. Tujuan penegakan hukum lingkungan adalah 
penataan terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan 
fungsi lingkungan hidup yang pada umumnya diformalkan kedalam 
perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu 
limbah atau emisi. UUPPLH lebih menitikberatkan pada pendekatan 
command and control. Pendekatan command and control ini hanya dapat 
berjalan efektif apabila dipenuhi paling sedikit tiga prakondisi sebagai 
berikut35: 
                                                          
     34 Machmud, Syahrul, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, PT. Mandar 
Maju, Bandung, hal 56 
     35 Syprianus Aristeus, 2012, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu 
Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas, Badan pembinaan hukum 
nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, Jakarta, hal. 47. 
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a. kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran 
b. tanggapan yang cepat dan pasti dari pelanggaran yang 
dideteksi 
c. sanksi yang memadai. 
Dalam UUPPLH memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum 
administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. 
a. Penegakan Hukum Administrasi 
Penegakan hukum administrasi biasanya terkait dengan kegiatan 
pengawasan, dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi biasanya 
dikaitkan dengan perizinan. UUPPLH mengatur mengenai penegakan 
hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 72 yang 
memberikann kewenangan bagi Gubernur melakukan paksaan 
pemerintahan terhadap penanggungjawab usaha/kegiatan. Paksaan 
pemerintahan ini dimaksudkan untuk: 
i. mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran 
ii. menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh pelanggaran 
sebagai tindakan penyelematan 
iii. penanggulangan serta pemulihan lingkungan atas biaya 
penangung jawab usaha dan atau kegiatan. 
Hal yang juga menarik UUPPLH adalah ditegaskannya 
kewenangan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan 
permohonan kepada pejabat yang berwenang (Gubernur atau pejabat 
lainnya) untuk melaksanakan paksaan lainnya untuk melakukan paksaan 
pemerintah (termasuk pencabutan izin usaha). Walaupun tidak dijelaskan 
dalam penjelasan pasal tentang siapa pihak ketiga yang berkepentingan, 
namun dapat ditafsirkan bahwa “pihak ketiga yang berkepentingan” 
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meliputi masyarakat yang dirugikan (affected people) atau terancam 
dirugikan (potentially affected) oleh kegiatan tersebut.36  Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan atas nama misi perlindungan 
ekosistem juga dapat menjadi pihak ketiga yang berkepentingan sebagai 
konsekuensi diakuinya peran organisasi lingkungan dalam undang-
undang ini UUPPLH mengatur sanksi pencabutan izin usaha bagi 
pelanggaran oleh kegiatan usaha yang dianggap serius seperti telah 
adanya warga masyarakat yang terganggu kesehatannya akibat 
pencemaran atau kerusakan lingkungan.  
b. Penegakan Hukum Pidana 
Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah 
pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana 
dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Setidaknya ada dua 
alasantentang mengapa sanksi pidana diperlukan37. Pertama, sanksi 
pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti 
harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan 
lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harga benda dan 
kesehatannya dengan baik, apabila persyaratan dasar tentang kualitas 
lingkungan yang baik tidak dipenuhi. Kedua, pendayagunaan sanksi 
pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada 
pencemaran potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, 
denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupan tempat 
usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan 
                                                          
     36 Ibid 48. 
     37 Ibid 49. 
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nama baik badan usaha yang bersangkutan. Hal yang baru mengenai 
penegakan hukum pidana dalam UUPPLH adalah keberadaan Penyidik 
Pegawai Negari Sipil (PPNS) lingkungan (Pasal 94) yang memiliki 
kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pencemaran dan 
atau perusakan lingkungan hidup. 
c. Penegakan Hukum Perdata 
Penegakan hukum perdata dapat dilihat dalam Bab XIII UUPPLH. 
Bab ini mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. 
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH dapat 
ditempuh melalui pengadilan (in court/litigasi) atau di luar pengadilan (out 
court/settlement) yang lazim dikenal sebagai alternative dispute resolution 
(ADR). Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan melalui ADR 
bersifat pilihan (sukarela) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana 
lingkungan hidup. Hal-hal yang dapat dirugikan melalui ADR ini adalah 
ganti kerugian dan/atau tindakan-tindakan tertentu guna menjamin tidak 
akan terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan. 
 
B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup  
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu 
dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian 
strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah 
hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari 
bahasa Belanda.38 Pengertian hukum pidana, banyak dikemukakan oleh 
                                                          
     38 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan 
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar 
dan beberapa komentar), Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hal. 2. 
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para sarjana hukum, diantaranya adalah Soedarto yang mengartikan 
bahwa39 Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan 
kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat 
yang berupa pidana. Berlakunya hukum pidana dalam suatu masyarakat 
pada dasarnya berkaitan dengan tiga unsur/ komponen hukum yang satu 
sama lainnya terkait erat, yaitu40 : 
a. Adanya seperangkat peraturan yang berfungsi mengatur 
perilaku manusia, menyelesaikan sengketa yang timbul diantara 
anggota masyarakat dan mendidik anggota masyarakat yang 
bersangkutan 
b. Adanya seperangkat orang/ lembaga yang melaksanakan tugas 
agar peraturan-peraturan yang dengan sengaja dibuat itu ditaati 
dan tidak dilanggar. Dalam hal dilanggar, maka seperangkat 
orang tersebut diberi kewenangan untuk menyelesaikannya. 
Kewenangan ini tercermin dalam sanksi atau akibat hukum 
yang menyertainya. 
c. Adanya orang atau orang-orang yang dikenai oleh peraturan itu, 
yaitu anggota masyarakat baik secara perorangan maupun 
kelompok. 
 
Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya 
penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan 
lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum 
pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu 
diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren dalam penerapan 
hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan41 
Ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH pada 
hakekatnya bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari ancaman 
                                                          
     39 Ibid   
     40 Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Aditya, 
Bandung, hal. 86-87. 
 
      41 Alvi Syahrin, 2002, Asas - asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan, 
Pustaka Bangsa Press, Medan, hal. 2-3. 
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pencemaran dan perusakan dengan memberikan sanksi pidana. Untuk 
membahas tindak pidana lingkungan tersebut perlu diperhatikan konsep 
dasar tindak pidana lingkungan hidup yang ditetapkan sebagai tindak 
pidana umum (delic genus) dan mendasari pengkajiannya pada tindak 
pidana khususnya (delic species), selain itu pidana lingkungan dalam 
UUPPLH difungsikan sebagai fungsi subsidiaritas, telah menimbulkan 
penafsiran yang beragam dalam teori dan dalam penggunaan prosedur 
pidana lingkungan.  
Inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) 
sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH adalah “mencemarkan atau 
merusak lingkungan”. Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum 
(genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan 
pidana lainnya yang bersifat khusus (species). Kata “mencemarkan” 
dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki makna 
substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan, tetapi 
keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, 
yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam 
proses penimbulan akibat.42 UUPPLH memuat rumusan yang lebih 
spesifik dan konkrit tentang defenisi pencemaran dan perusakan 
lingkungan. Pasal 1 angka 14 nya menyatakan bahwa pencemaran 
lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, 
energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan 
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah 
                                                          
     42 Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, 2001 Hukum Lingkungan Hidup di 
Indonesia. 75 Tahun Prof. Dr.Koesnadi Hardjasoemantri, S.H., ML, Universitas 
Indonesia, Jakarta, hal. 527. 
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ditetapkan. Sedangkan dalam angka 16 nya dinyatakan bahwa perusakan 
lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan 
langsung atau tidak langsung terhadap fisik, kimia dan/atau hayati 
lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup. Penegakan hukum pidana dalam UUPPLH memperkenalkan 
ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, 
pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan 
hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.  
Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas 
ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum 
pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium 
ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan 
terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.43 
Berangkat dari kerangka konsep maupun kerangka teori, berarti terdapat 
relatifitas daya operasional atau fungsi pidana lingkungan itu sendiri, 
karena ditempatkan sebagai fungsi subsidiaritas dalam penempatannya, 
setelah melihat efektif tidaknya daya guna hukum administrasi dan hukum 
perdata dalam penyelesaian peristiwa pencemaran dan perusakan 
lingkungan. Andi Hamzah44 berpendapat bahwa pidana modern tidaklah 
berarti bahwa pasti berakhir dengan pidana (penjara). Banyak alternatif 
lain yang dapat diterapkan baik oleh jaksa maupun oleh hakim. Bertolak 
                                                          
     43  Suparto Wijoyo, 2013, Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Kepada 
Masyarakat Dalam Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hal. 46. 
     44 Andi Hamah, 1996, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 132. 
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dari pendapat ini maka penerapan penjatuhan pidana alternatif terhadap 
terdakwa dapat dijadikan sebagai alasan untuk menggeser asas 
subsidiaritas dalam proses penegakan hukum pidana, dengan proses 
mengutamakan premium remidium atau dapat bersamaan dengan 
penegakan hukum lain namun pemidanaan/penjatuhan pidananya bersifat 
alternatif. 
Sesuai dengan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana maka 
hukum pidana harus selektif dalam menentukan perbuatan pidana, selektif 
dalam memproses perkara, dan selektif dalam memilih ancaman pidana. 
Apabila bisa diselesaikan dengan cara lain, sebaiknya tidak perlu 
menggunakan hukum pidana (ultimum remedium) dan apabila dengan 
pidana percobaan atau denda dipandang cukup, pidana penjara harus 
dihindari. Jika sekiranya terpaksa menggunakan pidana penjara, harus 
dipilih lama pidana paling ringan dan memberi manfaat bagi kepada 
terdakwa. Sebab memilih menyelesaikan perkara melalui peradilan pidana 
padahal bisa diselesaikan dengan cara lain sama halnya dengan 
menyatakan “perang”.45 Menurut Barda Nawawi Arief,46  
strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang 
berdimensi baru harus memperhatikan permasalahannya. Bila 
hakikat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di 
bidang perekonomian dan perdagangan maka lebih diutamakan 
penggunaan sanksi tindakan dan/atau pidana denda. 
 
Selain itu, masalah penetapan sanksi dalam hukum pidana, apapun 
jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada 
tujuan pemidanaan. Setelah tujuan pemidanaan ditetapkan, barulah 
                                                          
     45 Syprianus Aristeus, Op., Cit, hal. 83. 
     46 Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 
Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 75. 
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ditentukan sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan. Penetapan 
sanksi pada tahap kebijakan legislasi ini, menurut Barda Nawawi Arief,47 
harus merupakan tahap perencanaan strategis di bidang pemidanaan 
yang diharapkan dapat memberi arah pada tahap-tahap berikutnya, yaitu 
tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.  
Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah antara 
penetapan sanksi dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana 
dan perumusan tujuan pemidanaan, yakni adanya kaitan yang erat 
dengan landasan filsafat pemidanaan, teori-teori pemidanaan dan aliran-
aliran hukum pidana yang dianut mendominasi pemikiran dalam kebijakan 
kriminil (criminal policy) dan kebijakan penal (penal policy). Hal ini sejalan 
dengan pendapat Romli Atmasasmita48 yang menegaskan, perumusan 
empat tujuan pemidanaan dalam Rancangan Undang- Undang KUHP 
Nasional tersimpul pandangan social defense, pandangan rehabilitasi dan 
resosialisasi terpidana, pandangan hukum adat dan tujuan yang bersifat 
spiritual berlandaskan Pancasila. Menurutnya, keempat tujuan 
pemidanaan dipertegas. Tindak pidana yang diperkenalkan dalam 
UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut 
Sukanda Husin49 delik materil  dan delik formil dapat didefensikan sebagai 
berikut: 
                                                          
     47 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni 
Bandung, hal. 92. 
     48 Romli Atmasasmita, 1996,  Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme 
dan Abolisionisme, Bina cipta, Bandung, hal, 90. 
     49 Sukanda Husain, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, hal 122. 
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1. Dellik materil  (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum 
yang menyebabkan pencemaran atau  perusakan lingkungan 
hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran 
aturan-aturan hukum administrasi seperti izin. 
2. Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar 
hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk 
pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran 
atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi 
cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi. 
 
Berikut ini dikutip beberapa delik materil yang ditegaskan dalam 
UUPPLH yang disesuaikan dengan beberapa kejahatan yang berkaitan 
dengan standar baku kebiasaan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu: 
Pasal  105 
Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara 
kesatua republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
ayat 1 huruf c dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun 
dan paling lama dua belas tahun dan  denda paling sedikit Rp 
4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000. 
 
Pasal 106 
Setiap orang yang memasukkan limbah B3 kedalam wilayah 
Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 
69 ayat 1 huruf d dipidana dengan penjara paling singkat lima 
tahun dan paling lama lima belas tahun dan  denda paling 
sedikit  Rp 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000. 
 
Pasal 107 
Setiap orag yang memasukkan B3 yang dilarang menurut 
peraturan perundang-undangan kedalam wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf b 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan 
paling lama lima belas tahun dan  denda paling sedikit Rp 
5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000. 
 
Pasal 108 
Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf h, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga belas tahun 
dan  denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 
10.000.000.000. 
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Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak 
pidana yang harus didasarkan pada persyaratan administratif dari 
perusahaan atau individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tindak 
pidana terhadap lingkungan  juga dapat dilihat dalam beberapa pasal 
seperti: 
Pasal 98 
Setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu 
air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan 
hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun 
dan paling lama sepuluh tahun  dan denda paling sedikit Rp. 
3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000. 
 
Pasal 102 
Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 4, dipidana dengan pidana 
penjara paling singkat satu tahun dan paling lama tiga tahun dan 
denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 
3.000.000.000 
 
Jenis jenis tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan 
ketentuan UUPPLH  (pasal 98 s/d 116): 
1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku 
mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup; 
2. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku 
mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 
3. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu 
emisi, atau baku mutu gangguan; 
4. Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk 
rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 
5. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin; 
6. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak 
melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan; 
7. Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan 
ke media lingkungan hidup tanpa izin; 
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8. Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
9. Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
10. Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut 
peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
11. Setiap orang yang melakukan pembakaran Lahan; 
12. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa 
memiliki izin lingkungan; 
13. Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat 
kompetensi penyusun amdal; 
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin 
lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi 
izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha 
dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan; 
15. Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak 
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab 
usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-
undangan dan izin lingkungan; 
16. Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, 
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan 
keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya 
dengan pengawasan dan penegakan hukum; 
17. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak 
melaksanakan paksaan pemerintah; dan 
18. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-
halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat 
pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai 
negeri sipil. 
 
Dalam UUPPLH, juga diatur masalah pertanggujawaban pidana 
bagi korporasi, yang selanjutnya dapat dikenakan kepada yang 
memerintah sehingga terwujud tindak pidana pencemaran lingkungan, 
tanpa memerhatikan terjadinya tindak pidana itu secara bersama-sama 
(vide: Pasal 116 ayat 2 UUPPLH). Pengaturan yang berbeda juga dapat 
diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan  instansi 
yang bertanggung jawab dibidang perlindungan hidup untuk 
melaksanakan eksekusi dalam melaksanakan pidana tambahan atau 
tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120 UUPPLH). 
28 
C. Putusan Mahkamah Konstitusi 
1. Jenis putusan 
Putusan dalam suatu peradilan merupakan perbuatan hakim 
sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri perkara. Sebagai 
perbuatan hukum yang akan menyelesaikan perkara maka putusan hakim 
itu merupakan tindakan negara yang kewenangannya dilimpahkan kepada 
hakim, baik berdasarkan undang-undang dasar maupun undang-undang.50 
Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa 
putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pernyataan Mahkamah yang 
diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam rangka 
menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili 
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Jenis 
putusan Mahkamah Konstitusi yang disimpulkan dari amarnya dapat 
dibedakan antara putusan yang bersifat condemnatoir, declaratoir, dan 
constitutief. Suatu putusan dikatakan condemnatoir apabila putusan 
tersebut berisi penghukuman terhadap tergugat atau termohon untuk 
melakukan suatu prestasi (tot het verrichten van een prestatie). Perkara di 
Mahkamah Konstitusi  yang dapat dipandang sebagai putusan yang 
bersifat condemnatoir adalah putusan terkait dengan sengketa 
kewenangan antarlembaga negara.51  
                                                          
     50 Abdul Latif, dkk, 2009, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Total Media, 
Yogyakarta,  hal. 205. 
     51 Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi, Jakarta, hal. 205. 
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Hal tersebut termuat di dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan 
dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Mahkamah Konstitusi 
menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai 
kewenangan yang dipersengketakan”. Putusan declaratoir adalah putusan 
yang menyatakan suatu yang menjadi hukum.Putusan yang menyatakan 
permohonan atau gugatan ditolak merupakan suatu putusan yang bersifat 
declaratoir. Hakim dalam hal ini menyatakan permohonan tidak 
mempunyai dasar hukum berdasarkan fakta-fakta yang ada.52 
Ketentuan mengenai putusan yang bersifat declaratoir termuat di 
dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang 
menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana 
dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas 
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagaian dari undang-undang yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945”. Putusan constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu 
keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. 
Menyatakan undangundang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah 
meniadakan keadaan hukum yang timbul karena undang-undang yang 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.53 
                                                          
    52 Ibid hal. 206. 
     53 Ibid 
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Jenis putusan yang berkembang dalam praktik adalah adanya jenis 
putusan sela dalam putusan Mahkamah Konstitusi selain putusan akhir.54 
Namun demikian dalam hal pengujian undang-undang terhadap undang-
undang dasar tidak ada putusan sela yang ada hanya putusan akhir. 
Putusan sela biasanya digunakan dalam hal perkara sengketa 
kewenangan lembaga negara dan juga perkara perselisihan hasil 
pemilihan umum. Hal tersebut termuat di dalam pasal 63 Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi 
dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon 
dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan 
kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah 
Konstitusi.  
Pasal 1 angaka 19 PMK Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
disebutkan bahwa “Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan oleh 
hakim sebelum putusan akhir berupa putusan untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan 
yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir”. Sedangkan 
putusan akhir yaitu putusan yang dikeluarkan untuk mengakhiri suatu 
perakara. Mahkamah Konstitusi juga menghasilkan produk hukum selain 
putusan yang dihasilkan dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, 
dan kewajibannya. Produk hukum tersebut antara lain ketetapan, 
peraturan, dan keputusan yang termuat di dalam PMK Nomor 1 Tahun 
2012.  
                                                          
     54 Abdul Latif, dkk, Op., Cit. hal. 131. 
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Ketetapan Mahkamah merupakan penetapan tertulis Mahkamah 
yang berisi tindakan hukum, baik yang bersifat konkret-tertentu maupun 
bersifat konkretindividual, dan final untuk menindaklanjuti hal-hal yang 
diperlukan bagi pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Mahkamah 
dalam bidang yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan Mahkamah merupakan peraturan tertulis yang memuat norma 
hukum yang mengikat secara umum baik dalam bidang yudisial maupun 
non-yudisial. Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis 
yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final 
dalam bidang non-yudisial. 
2. Amar Putusan 
Terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan yang diterbitkan oleh 
mahkamah konstitusi, yaitu permohonan tidak dapat diterima, 
permohonan dikabulkan, dan permohonan ditolak. Ketentuan tersebut 
termuat di dalam Pasal 56 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi dan diatur lebih lanjut di dalam Pasal 36 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman 
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Pertama, amar 
putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet 
ontvantkelijk verklaard) termuat di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa “Dalam hal 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya 
tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 
51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima”.  
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Kedua, amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, 
termuat di dalam Pasal 56 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar 
putusan menyatakan permohonan dikabulkan”. Selanjutnya Pasal 56 ayat 
(4) menyatakan bahwa “Dalam hal pembentukan undang-undang 
dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan”.  
Ketiga, amar putusan yang ditolak, termuat di dalam Pasal 56 Ayat 
(5) yang menyatakan bahwa “Dalam hal undang-undang dimaksud tidak 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau 
keseluruhan amar putusan menyatakan permohonan ditolak”.  
Selain ketiga amar putusan di atas, dalam perkembangannya 
terdapat pula amar putusan lain dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, 
yaitu  putusan yang amarnya menyatakan konstitusional bersyarat 
(conditionally constitutional), tidak konstitusional bersyarat (conditionally 
unconstitutional), penundaan keberlakuan putusan, dan perumusan norma 
dalam putusan.55 
3. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi sedikitnya 
akan menimbulkan akibat hukum terhadap tiga hal, yang antara lain 
terhadap perkara terkait yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, 
                                                          
     55 Ibid 142. 
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terhadap peraturan terkait, dan juga terhadap subjek dan perbuatan 
hukum sebelum putusan. Pertama, perkara pengujian undang-undang 
terkait erat dengan perkara yang menggunakan undang-undang yang 
bersangkutan sebagai dasar penuntutan, gugatan, ataupun putusan 
peradilan di bawah Mahkamah Agung. Berkaitan dengan hal tersebut, 
Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa 
“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, 
sebelum ada putusan yang menyebutkan bahwa undang-undang tersebut 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945”. Dengan demikian, undang-undang yang sedang diuji di 
Mahkamah Konstitusi tetap sah untuk dijadikan dasar penuntutan ataupun 
dasar gugatan serta dasar bagi pengambilan putusan oleh hakim di 
pengadilan dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung 
sampai undang-undang itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum 
mengikat.56 
Kedua, berkenaan dengan akibat hukum terhadap peraturan 
terkait, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan 
bahwa “Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan 
apabila undang-undang yang dijadikan dasar pengujian peraturan tersebut 
sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada 
putusan Mahkamah Konstitusi”.  
                                                          
     56 Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, 
Jakarta,  hal. 217-218. 
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Ketiga, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
menyatakan bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan 
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum”. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi berlaku 
prospektif kedepan (foreward looking), tidak retrospektif ke belakang 
(backward looking). Oleh karena itu, segala subjek perbuatan hukum dan 
subjek hukum yang sah menurut rezim hukum lama sebelum putusan 
Mahkamah Konstitusi, tetap harus dianggap sah setelah adanya rezim 
hukum baru sesudah berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi.57 
4. Ratio Decidendi  
Ratio decidendi (Jamak:rationes decidendi) adalah sebuah istilah 
latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk 
keputusan itu”, “the reason” atau “the rationale for the decision.”Black’s 
Law Dictionary menyatakan ratio decidendi sebagai “[t]he point in a case 
which determines the judgment” atau menurut Barron’s Law 
Dictionary adalah “the principle which the case establishes.” Ratio 
decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat 
keputusan hakim yang terlebih dahulu (precedent), akan tetapi juga di 
negara bertradisi civil law system seperti Indonesia. Istilah hukum ini 
digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, 
politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat 
keputusan demikian.58  
                                                          
     57 Ibid hal. 224. 
     58 Miftakhul Huda, Ratio Decidendi, Majalah Konstitusi No.48-Januari 2011, hal. 84. 
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Jadi setiap kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang 
menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang ratio 
decidendi jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. 
Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang essensiil ini menjadi 
kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau 
membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para 
pengacara untuk dibuktikan”. Ketika melihat sebuah keputusan 
pengadilan, ratio decidendi berdiri sebagai dasar hukum atas dasar 
putusan dijatuhkan.  Ratio decidendi secara hukum mengikat pengadilan 
yang lebih rendah melalui doktrin "stare decisis", tidak seperti obiter dicta, 
seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin 
relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. Ratio 
decidendi dapat dikatakan mengikat untuk masa depan.  
Semua pernyataan lain tentang hukum dalam pendapat pengadilan 
tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang 
benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah 
pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) – adalah disebut obiter 
dicta.59 Menurut pendapat, dissenting opinion juga termasuk obiter dicta. 
Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula obiter dicta dalam 
perkara lain atau di kemudian hari menjadi ratio decidendi. Contoh cukup 
jelas diberikan oleh Kusumadi Pudjosewojo untuk menggambarkan 
perbedaan ratio decidendi dan obiter dicta.60 Ia mengatakan jika suatu 
perkara mengandung faktor-faktor a, b dan c. Dari faktor-faktor ini yang 
dianggap essensiil ialah faktor a dan b, sedangkan c hanya penambah 
                                                          
    59 Ibid 
    60 Ibid 
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saja. Berdasarkan hal tersebut, hakim mengambil putusan x. Maka ratio 
decidendi dari perkara itu adalah a dan b (beserta x). Jika kemudian 
terjadi perkara yang mengandung faktor a dan b (dan c) maka bisa 
dipastikan bahwa keputusannya akan x. Jika terjadi perkara yang 
mengandung faktor a dan b dan c dan d, sedangkan d adalah essensiil, 
maka dalam perkara ini keputusannya tidak mungkin x.61 
Misalkan ada seseorang mengendarai mobil karena kesalahannya 
sehingga menabrak orang yang naik sepeda motor. Bahwa faktor yang 
menabrak memakai baju biru, rambutnya keriting, terjadi pada hari Selasa 
Kliwon dan lain sebagainya adalah bukan faktor yang esaensiil dalam 
perkara ini. Akan tetapi bahwa pengemudi mobil kemudian menjalankan 
kendaraannya terlalu kencang, sehingga jauh melebihi maksimum 
diperkenankan, atau misalkan saja mengendarai mobil dengan kondisi 
mabuk, maka itulah faktor yang essensiil yang menyebabkan pengendara 
diputuskan bersalah atau tidaknya atau berat ringannya.  
Faktor-faktor yang essensiil inilah yang menyebabkan keputusan 
bersalah tidaknya pengemudi, atau dengan kata lain dapat dikatakan 
sebagai faktor-faktor yang “yuridis relevant”, sedangkan faktor selainnya 
dalam perkara ini adalah “yuridis irrelevant”.62 Dengan demikian, dapat 
dikatakan, pertimbangan hukum yang panjang lebar dari putusan tidak 
semuanya merupakan ratio decidendi dari putusan itu. Namun, 
membutuhkan ketelitian juga untuk menemukan ratio decidendi-nya 
sebagai dasar dalam masalah dan fakta yang sama mengambil keputusan 
yang konsisten di kemudian hari. 
                                                          
     61 Ibid 





A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian 
pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. 
Alasan memilih lokasi penelitian di Balai Pengamanan dan Penegakan 
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi Selatan dan Wahana 
Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi selatan karena kedua 
lokasi tersebut berkaitan dengan judul penelitian penulis 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili 
beberapa sumber dalam hal ini adalah Balai Pengamanan dan 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulawesi 
Selatan  
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui 
studi kepustakaan atau dari berbagai literature dengan 
menelaah buku-buku dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal 
hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relavan 
dengan permasalahan yang diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi 
yang relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, 
artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. 
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi 
yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini 
3. Penelitian lapangan (Field Research) 
 
D. Analisis Data 
Untuk menganalisis pengaruh putusan mahkamah konstitusi nomor 
18/PUU-XII/2014 terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan 
hidup, maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan baik 
secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, selanjutnya 
disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
mengambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan 









Mendapatkan lingkungan hidup yang baik adalah hak asasi 
manusia dalam negara Indonesia, dan menjadi kewajiban bagi negara 
untuk membuat hal itu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat 
Indonesia, olehnya masalah lingkungan bukanlah masalah sepele karena 
lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh dan berkembanganya 
seseorang, selain itu lingkungan juga sangat mempengaruhi cara berpikir 
seorang manusia dalam hal melihat manusia yang lain, serta cara berpikir 
manusia dalam hal melihat negara, hal ini membuat lingkungan hidup 
yang baik menjadi sesuatu yang harus dipenuhi selain sebagai 
pemenuhan hak asasi manusia lingkungan hidup yang baik juga dapat 
mendorong negara menjadi lebih baik karena  dengan lingkungan yang 
baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
Namun yang terjadi sekarang kualitas lingkungan hidup semakin 
menurun sehingga mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan 
makhluk hidup lainnya. Selain itu pemanasan global yang meningkat 
mengakibatkan perubahan iklim, dan hal ini akan memperparah 
penurunan kualitas lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan 
hidup juga selain dari pemanasan global disebabkan karena banyaknya 
proyek-proyek industri yang menghsilkan limbah bahan berbahaya dan 
beracun oleh perusahaan yang tidak melakukan pengolaan limbah, hal ini 
sangat disayangkan Karena perbuatan seperti ini merupakan pelanggaran 
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terhadap hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk memperoleh 
lingkungan hidup yang baik 
Dengan kondisi lingkungkan seperti ini, menjadi sebuah kewajiban 
semua elemen bernegara menjaga dan melindungan lingkungan hidup, 
aturan mengenai lingkungan hidup di Indonesia telah ada dibuat sebagai 
bentuk kepedulian Indonesia terhadap lingkungan hidup yaitu UUPPLH, 
salah satu fokus yang diatur dalam UUPPLH adalah pengolahan limbah 
bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut dengan Limbah 
B3. 
Perusahan-perusahaan yang mengahasilkan limbah B3 dalam hal 
industrinya wajib melakukan pengelolaan limbah karena jika hal tersebut 
tidak dilakukan, oleh undang-undang, perbuatan tersebut dikatakan 
sebagai perbuatan tindak pidana lingkungan hidup olehnya perbuatan 
tindak pidana tersebut jika di lakukan akan memiliki sanksi pidana dan 
sanksi tersebut diatur pada Pasal 103 UUPPLH yang selanjutnya 
dikatakan   
 Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 
 pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana 
 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
 lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
 miliar rupiah). 
 
Terkait dengan tindak pidana lingkungan, pola dan tingkah laku 
individu maupun kelompok yang berkaitan dengan lingkungan wajib 
menjaga dan melindungi lingkungan dan dalam proses pengelolaan 
lingkungan hidup harus disesuaikan degan peraturan yang berlaku Karena 
pelanggaran terhadap lingkungan dapat berakibat di penjaranya 
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seseorang, ini adalah bukti bahwa lingkungan menjadi salah satu fokus 
perhatian negara.  
Kewajiban untuk menjaga bumi dari kerusakan lingkungan telah 
diperintahkan oleh dunia baik tingkatan nasional maupun internasional 
Dalam menjaga lingkungan dari kerusakan ini harus digunakan akal dan 
pikiran dan tentu saja harus tetap menggunakan teknologi yang 
bersahabat dengan alam. Menjadi hal yang sangat dilematis ketika 
kesejahteraan warga negara salah satunya dipeoleh dari hasil 
pengelolaan lingkungan namun dampak dari pengelolaan tersebut justru 
mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan, fakta saat ini menunjukan 
bahwa telah terjadi degradasi terhadap kualitas lingkungan hidup.  
Tingginya laju degradasi lingkungan tersebut memberikan indikasi 
kuat bahwa tingkat efektifitas proses implementasi UUPPLH ini masih 
belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kelemahan ini tidak dapat 
dilepaskan karena adanya persoalan-persoalan di tingkat substansial, 
struktural, maupun kultural. Misalkan salah satu kelemahanya yaitu 
dukungan terhadap perlindungan lingkungan masih lemah yang 
diindikasikan oleh lemahnya tingkat penaatan pelaku usaha dan 
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal yang menjadi 
kelemahan lainya yaitu masih kuatnya paradigma kebijakan yang pro 
investasi dan mengabaikan pertimbangan lingkungan serta munculnya 
multitafsir terhadap norma-norma dalam UUPPLH yang semakin 
membuktikan bahwa norma-norma dalam UUPPLH masih banyak 
memiliki kelemahan.  
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Terkait lemahnya norma-norma dalam UUPPLH, Bactiar Abdul 
Fattah mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi untuk 
pengujian norma-norma yang ada pada UUPPLH yaitu Pasal 59 ayat 2 
junto Pasal 102 dan Pasal 95 ayat (1) karena dengan berlakunya pasal ini 
Bactiar Abdul Fattah merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya untuk 
mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil. Sebelum lebih jauh membahas, penulis berpendapat perlu 
menjelasakan alasan Bactiar Abdul Fatah memohon kepada mahkamah 
konstitusi untuk menguji beberapa pasal yang ada pada UUPPLH 
1. Pasal 59 ayat (1) UU PPLH mengatur: 
    “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan 
pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. 
 
Pasal 103 UU PPLH mengatur:  
 
“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan 
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah)”. 
 
Pasal 59 ayat (1) juncto Pasal 103 UU PPLH mewajibkan penghasil 
limbah B3 untuk mengelola limbah B3 yang dihasilkannya dengan 
ancaman pidana bagi penghasil limbah B3 yang tidak mengelola 
limbah B3 yang dihasilkannya tersebut.disisi lain  
Pasal 59 ayat (4) UU PPLH mengatur:  
Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, 
atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya” 
 
Dan Pasal 102 UU PPLH mengatur:  
 
“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 
(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
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miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah).” 
 
Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH mutlak mewajibkan 
adanya izin bagi pengelolaan limbah B3 dari instansi yang 
berwenang dengan ancaman pidana bagi orang yang melakukan 
pengelolaan limbah B3 tanpa Izin. 
 
2. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang 
bersifat mutlak pasti bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap orang 
termasuk penghasil limbah B3 yang sedang mengurus izin atau 
sedang mengurus perpanjangan izin mengelola limbah B3 karena 
jika penghasil limbah B3 tersebut tidak mengelola limbah B3 yang 
dihasilkan maka ia akan dihukum pidana berdasarkan Pasal 59 
ayat (1) juncto Pasal 103 UU PPLH. Namun Karena penghasil 
limbah B3 tersebut belum memiliki izin karena karena sedang 
mengurus izin atau sedang mengurus perpanjangan izin mengelola 
limbah B3  tersebut maka penghasil limbah B3 tersebut terancam 
untuk dihukum berdasarkan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU 
PPLH 
3. Dengan sulitnya mendapat izin dalam melakukan pengolahan 
Limbah B3 dan adanya ancaman pidana bagi pengola limbah yang 
tidak mempunyai izin, dapat menimbulkan situasi penghasil limbah 
B3 tidak melaksanakan kewajibannya. Sebab meskipun kewajiban 
dilaksanakan, namun bila tidak ada izin, maka penghasil limbah B3 
diancam dengan dipidana. Keadaan ini potensial mengakibatkan 
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia karena tidak 
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“mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, 
sebagaimana dimaksud oleh Pasl 28H ayat (1) UUD 1945 
 
4. Ketentuan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH yang 
bersifat mutlak tersebut dapat menciptakan kondisi “lingkungan 
hidup” yang tercemar Karena limbah B3 yang dihasilkan tidak dapat 
diolah karena penghasil limbah B3 belum memiliki izin mengelola 
limbah B3 namun “pihak lain” sebagaimana dimaksud Pasal 59 
ayat (3) UU PPLH yang diharapkan dapat menjadi pengelola 
secara teknis dan perijinan tidak dapat menjadi pengelola limbah 
B3. Situasi dilematis ini terjadi karena ketentuan Pasal 59 ayat (4) 
juncto Pasal 102 UU PPLH yang bersifat mutlak dan kemutlakan 
penerapan Pasal 59 ayat (4) juncto Pasal 102 UU PPLH tersebut 
telah bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang 
menjamin hak setiap orang untuk “mendapatkan lingkungan hidup 
yang baik dan sehat”. 
 Hal ini membuat kondisi yang sangat dilematis karena bagi orang 
ataupun perusahan yang tidak melakukan pengelolaan limbah B3 akan 
diancam dengan ketentuan pidana, disisi lain perusahan yang melakukan 
pengelolaan limbah B3 diancam pula dengan ancaman penjara ketika 
belum mendapatkan izin. Penegakan hukum tindak pidana lingkungan 
bukanlah masalah sederhana karena untuk mengetahui apakah 
lingkungan telah rusak atau tercemar perlu adanya penelitian di 
laboratorium sebagai bukti ilmiah dan ketika terbukti lingkungan telah 
tercemar dilakukan pemilihan, tentang masalah hukum yang hadir, apakah 
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ini terkait masalah perdata masalah administrasi contoh (perizinan) atau 
terkait masalah pidana.  
 Selain itu, proses penanggulangan masalah lingkungan 
memerlukan biaya yang besar disamping pengunaan teknologi, 
membutuhkan tenaga ahli serta menajemen yang teratur, dalam 
penegakan hukum lingkunganpun perlu diketahui bahwa peraturan 
tentang lingkungan mempunyai dua sisi, yang pertama sisi kaidah atau 
norma dan yang kedua sisi instrumen sebagai alat untuk 
mempertahankan, mengendalikan dan menegakkan kaidah norma. Ada 
tiga istrumen utama dalam hal penegakan hukum lingkungan yaitu: 
1. Instrument administrasi 
2. Instrument perdata 
3. Instrumen hukum pidana 
 Prioritas pemakaian instrument tersebut tidak berdasarkan urutan 
diatas, namun instrument hukum pidana dapat lebih dulu dilakukan 
mengingat instrument hukum lain dilakukan secara berlarut-larut.jika pada 
akhirnya perkara sudah selesai eksekusinya juga menjadi berlarut-larut 
sedangkan dalam hukum pidana jalan eksekusi putusan dalam perkara  
pidana lebih lancer Karena berada di tangan jaksa yang mempunyai 
wewenang memakai alat paksa yang lebih jelas  
Oleh karena itu, jika memang pemerintah dan masyarakat ingin 
meningkatkan dan menegakan hukum lingkungan baik itu preventif 
maupun persuasive diperlukan pendidikan hukum yang baik bagi para 
penegak hukum, pejabat administrasi dan masyarakat pada umumnya.  
46 
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Nomor 18/PUU-XII/2014 
Hakim sebelum memutus suatu perkara melakukan pertimbangan 
sebagai bentuk alasan rasional hakim terhadap permohonan Pemohon 
sebelum menjatuhkan sebuah putusan, hal ini merupakan kewajiban 
untuk menggali informasi agar putusan tersebut tidak jauh dari substansi 
UUD NRI 1945 itu sendiri, olehnya semua informasi terkait dengan 
masalah yang diajukan harus diketahui dan dianalisa secara sistematis, 
Karena dengan putusan yang nantinya dibuat akan menentukan norma 
dan kaidah atau penafsiran tentang aturan yang akan menjadi tolak ukur 
gerak dan tingkah laku terkait dengan masalah yang masih dianggap 
belum jelas atau bertentangan dengan UUD NRI 1945 adapun 
pertimbangan hakim dalam putusan nomor 18/PUU-XXX/2014.  
1. Pertimbangan Hakim mahkamah konstitusi Terkait pengujian 
norma Pasal 59 Ayat (4) UU No 32 Tahun 2009 
 Terkait pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya yang 
selanjutnya disebut limbah B3 berkenaan dengan Pasal 59 ayat (1) yaitu 
dalam hal pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin yang jika hal 
tersebut tidak dilakukan akan dikenakan sanksi pidana penjara dan ganti 
rugi, namun mahkamah berpendapat pasal ini bertentangan dengan UUD 
NRI 1945 sepanjang pasal tersebut tidak dimaknai pengelolaan limbah B3 
wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang 
permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap 
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telah memperoleh izin”; sesuai dengan apa yang tercantum pada amar 
Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XXX/2014.  
 Putusan ini dibuat dengan pertimbangan mengingat limbah B3 
memiliki karakteristik yang sangat berbahaya, dan pengharusan adanya 
izin pada pengelolaan limbah tersebut menjadikan sulitnya dilakukan 
pengelolaan limbah B3 sementara kita ketahui limbah B3 adalah limbah 
yang sangat berbahaya, antara lain limbah tersebut gampang meledak, 
mudah menyala, reaktif, korosif, infeksius, dan beracun, baik beracun akut 
maupun kronis atau teratogenik dan mutagenic hal ini akan 
membahayakan kesehatan manusia maupun lingkungan hidup yang 
terpapar oleh limbah B3 karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan 
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, berbagai penyakit 
dapat terjadi Karena tercemarnya lingkungan dengan B3, antara lain 
kanker, gangguan syaraf pusat, kelumpuhan, cacat tubuh, retardasi 
mental atau keterbelakangan mental. 
 Pengharusan izin pada pengelolaan lingkungan hidup dalam 
UUPPLH merupakan bentuk preventif atau model pencegahan melalui 
instrument hukum administrasi sebagai bentuk pencegahan agar tidak 
terjadi kerusakan pada lingkungan hidup namun muncul sebuah 
pertanyaan dalam hal proses pengajuan untuk mendapatkan izin 
pengelolaan limbah B3 atau dalam  hal proses perpanjangan izin yang 
telah mati apakah dapat dikatakan telah memperoleh izin pengelolaan, hal 
ini jika dilahat secara formil tentu belum mendapatkan izin, hal ini akan 
sangat merugikan jika izin yang masih sementara di urus perpanjaganya, 
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belum bisa melakukan pengelolaan limbah sedangkan kerusakan 
lingkungan semakin parah terjadi. 
 Menurut Mahkamah, bahwa untuk subjek hukum yang belum 
memperoleh izin maka ketika yang bersangkutan mengajukan 
permohonan izin dan proses pengurusan memperoleh izin sedang 
berlangsung maka hal demikian tidak dapat secara hukum dianggap telah 
memperoleh izin dan oleh karena itu tidak dapat melakukan pengelolaan 
limbah B3. Adapun untuk subjek hukum yang telah memperoleh izin akan 
tetapi izinnya tersebut telah berakhir maka ketika yang bersangkutan 
mengajukan permohonan perpanjangan izin sesuai dangan peraturan 
perundang-undangan dan pengurusan izinnya sedang dalam proses, hal 
tersebut secara formal memang belum mendapat izin, namun secara 
materiil sesungguhnya harus dianggap telah memperoleh izin apalagi 
terlambat keluarnya izin tersebut bukan karena faktor kesalahan dari pihak 
yang mengajukan perpanjangan izin maka tidak layak Pemohon 
diperlakukan sama dengan subjek hukum yang tidak memiliki izin sama 
sekali. Walaupun demikian tidak berarti subjek hukum tersebut boleh 
melepaskan kewajibannya untuk terus mengurus perpanjangan izinnya. 
Terlebih lagi apabila hasil pengawasan terakhir oleh instansi atau pejabat 
yang berwenang setelah izin tersebut berakhir tidak terdapat pelanggaran 
terhadap syarat-syarat pengelolaan limbah B3 yang ditentukan dalam 
pemberian izin. 
 Mahkamah berpendapat terlambatnya izin pengelolaan Karena 
lamanya birokrasi pemerintahan mengeluarkan izin, sedangkan syarat-
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syarat pengajuan perpanjangan izin telah terpenuhi, olehnya dalah hal 
proses pengurusan perpanjangan izi pengelolaan limbah B3 secara 
hukum dan secara matelil tidak dapat dikatakan belum memperoleh izin, 
olehnya dengan putusan MK (mahkamah konstitusi) ini iuntuk subjek 
hukum yang masih dalam proses perpanjangan izin tetap dapat 
melakukan proses pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun atau 
limbah B3 agar lingkungan hidup yang baik sebagaimana yang di 
sebutkan dalam UUD NRI 1945 dapat dirasakan oleh masyarakat 
Indonesia. Putusan ini menjadikan bentuk baru terhadapap penafsiran 
pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, putusan ini juga 
dibuat dengan alasan bahwa apapun yang menjadi polemik administrasi, 
lingkungan hidup yang baik tetaplah harus menjadi prioritas, karena 
seyogiyanya semua instrument hukum terkait lingkungan hidup memiliki 
tujuan yang sama yaitu menjaga kualiatas lingkungan hidup yang baik. 
 Olehnya hal apapun yang menjadi metode untuk tetap terjaganya 
lingkungan hidup untuk tetap baik haruslah dilakukan, termaksud izin 
sebagai bentuk preventif dalam rangka penguasaan atau pengendalian 
terhadap suatu objek hukum dari kegiatan terhadapnya atau 
sederhananya hal ini dilakukan sebagai suatu kegiatan guna mewujudkan 





2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian 
Norma Pasal 95 Ayat 1 UU No 32 Tahun 2009 
 Pasal 95 ayat (1) UUPPLH menyatakan, “Dalam rangka penegakan 
hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan 
penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, 
kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.” Hakim 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa kata “dapat” pada Pasal 
95 ayat (1) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap selanjutnya disebut 
dalam amar putusan, hakim mahkamah konstitusi berpendapat bahwa 
masalah yang terjadi terhadap lingkungan hidup adalah masalah yang 
kompleks, karena masalah tersebut bisa terkait  dengan masalah perdata 
masalah administasi dan masalah pidana, olehnya dengan proposisi ini 
menjadikan kebutuhan akan koordinasi hukum yang terpadu terkait 
penegakan hukum lingkungan mengingat pelanggaran yang terjadi  
terhadap hukum lingkungan tidaklah bersifat tunggal, selain itu 
pelanggaran terhadap hukum lingkungan tersebut terkait juga dengan 
permasalahan sosial dan ekonomi atau kesejahteraan yang diamanatkan 
oleh Pasal 33 UUD NRI 1945.  
 Oleh karena itu, koordinasi dalam penegakan hukum lingkungan 
menjadi suatu yang niscaya. Mahkamah konstitusi berpendapat 
keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada fakta tentang dampak 
buruk limbah B3 dimana dengan adanya limbah tersebut pada lingkungan 
menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. frasa kata “dapat” 
yang tercantum dalam UUPPLH merupakan hal yang menjadi pilihan, bisa 
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dilakukan atau tidaknya sangat tergantung oleh pilihan dan kondisi yang 
ada, hal ini berpotensi, tidak dilakukanya penerapan hukum terpadu dalam 
penegakan hukum lingkungan karena adanya kepentingan segelintir 
orang maupun kelompok yang dirugikan sehingga hal ini menjadikan 
pilihan dan kondisi untuk tidak dilakukanya penerapan hukum terpadu 
dalam penegakah hukum lingkungan sehingga fakta dilapangan 
menunjukan jalan sendiri-sendirinya perangkat hukum yang ada terkait 
penegakan hukum lingkungan, sementara untuk menegakkan hukum 
lingkungan niscaya harus menggunakan penerapan hukum terpadu selain 
karena masalah lingkungan itu kompleks bisa terkait masalah pidana, 
perdata dan administrasi. Penerapan hukum terpadu juga dilakukan 
dengan tujuan agar penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dengan 
baik, olehnya frasa kata “dapat” dalam UUPPLH bertentangan dengan 
marwa atau semangat UUPPLH itu sendiri dalam hal menjaga dan 
melindungi kualitas lingkungan hidup. 
 Penegakan hukum terpadu dalam UUPPLH juga merupakan 
penegasan dilakukannya kinerja yang berjalan secara berkesinambungan, 
saling mempengaruhi, adanya sinkronisasi gerak aparatur penegak 
hukum dalam mewujudkan penegakan hukum lingkungan, dan terutama 
juga saling mengawasi. Sistem ini juga merupakan jawaban kritik atas 
terkotak-kotaknya fungsi tugas penegak hukum sebagai akibat 
implementasi prinsip perbedaan fungsional di lapangan yang kaku dan 
menimbulkan celah tidak berfungsinya sistem check and balance dalam 
52 
penegakan hukum lingkungan baik antara penyidik pegawai negeri sipil, 
kepolisian, dan kejaksaan serta kementerian terkait. 
 Bentuk kerja sama antara penyidik pegawai negeri sipil dengan 
penyidik polri berupa bantuan personil dalam rangka eksekusi putusan, 
bantuan laboratorium lingkungan, dan/atau ahli di sisi lain polri sebagai 
kordinator pengawas, penyidik pegawai negeri sipil memberikan bantuan 
dalam bentuk laboratorium forensik, identifikasi, dan psikologi, bantuan 
personil penyidik, bantuan peralatan, upaya paksa, penitipan tahanan, 
serta pengamanan barang bukti maupun tersangka, dan/atau terdakwa 
dan bentuk kerja sama dengan jaksa menyangkut asistensi, konsultasi 
dalam penerapan konstruksi hukum sebelum atau selama proses 
penyidikan. Hal ini menjadikan keharusan dibutuhkanya penegakan 
hukum terpadu olehnya UU terkait lingkungan perlu melakukan 
penegasan agar terlaksananya penegakan hukum terpadu dalam 
menjalankan penegakan hukum lingkungan  
 Selain itu frasa kata “tindak pidana lingkungan hidup” dikatakan 
bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 
tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini”  
selengkapnya oleh mahkamah konstitusi dikatakan yaitu “Dalam rangka 
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, 
termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-
undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai 
negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”; yang 
selanjutnya hal ini dituliskan dalam amar putusan 
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 Dalam hal ini hakim mahkamah konstitusi berpendapat bahwa 
masalah pidana yang hadir terkait UUPPLH bukan hanya terkait tindak 
pidana lingkungan namun bisa juga tindak pidana lainya seperti korupsi 
ataupun masalah pidana lainya.  Oleh karena penegakan hukum terpadu 
yang diatur dalam UUPPLH hanya terhadap tindak pidana lingkungan 
hidup dan tidak pada tindak pidana lainya padahal bisa saja tindak pidana 
lain lahir dari pelanggaran hukum lingkungan ini, seperti tindak pidana 
korupsi yang terjadi dari akibat pelanggaran terhadap UUPPLH olehnya 
tidak adil jika penegakan hukum terpadu tersebut hanya mengenai tindak 
pidana lingkungan hidup, dan tidak mencakup tindak pidana lainnya. Oleh 
karena itu, frasa “tindak pidana lingkungan hidup” haruslah dimaknai 
termaksud tindak pidana lain yang bersumber dari undang-undang ini 
karna jika tidak, hukum dalam hal menegakan keadilan semakin jauh.  
 Karena adanya potensi terjadinya tindak pidana lain selain tindak 
pidana lingkungan pada undang-undang ini menjadikan dalam hal 
penegakan hukum terpadu pada UUPPLH tidak hanya dilakukan pada 
tindak pidana lingkungan melainkan dilakukan juga terhadap tindak 
pidana lainya yang bersumber dari pelanggaran yang terjadi terhadap 
lingkungan.  
 
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-
XII/2014 Dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana 
Lingkungan   
  Pada UUPPLH terkait penegakan hukum tindak pidana lingkungan 
ditandai dengan adanya pencantuman pidana penjara sebagaimana yag 
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tercantum pada UUPPLH, hal ini bukanlah bertujuan untuk menghukum 
orang, melainkan agar peraturan administrasi ditaati Karena UU tanpa 
adanya instrument pidana mengakibatkan masih banyak pelanggaran 
terhadap undang-undang tersebut. 
 Pasca MK Nomor 18/PUU-XII/2014 sangat banyak mempengaruhi 
penegakan hukum lingkungan di Indonesia, misalkan salah satunya yaitu 
Putusan MK 18/PUU-XII/2014 menjadikan pengelolaan limbah B3 yang 
mengharuskan izin dalam hal pengelolaanya ditafsirkan berbeda, yaitu 
bagi subjek hukum yang masih dalam proses perpanjang izin pengelolaan 
dikatakan telah memperoleh izin secara materil. penegakan hukum 
lingkungan di Indonesia sebenarnya dilakukan dengan berbagai 
instrument hukum dengn tujuan agar pengelolaan dan perlindungan 
terhadap lingkungan secara ideal dapat terwujud. Penegakan hukum 
lingkungan melalui instrument hukum pidana  
Penegakan hukum melalui instrument ini yaitu dengan cara 
dimasukan unsur delik pada UUPPLH yang jika prilaku subjek hukum 
memenuhi unsur delik dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya, 
penyelesaian masalah ini dilakukan dalam jalur peradilan untuk 
melakukan pembuktian pemenuhan unsur delik tersebut, adanya 
instrument hukum pidana pada UUPPLH bertujuan juga agar UU tersebut 
ditaati, selain itu penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup juga 
memberikan sanksi pidana bagi subjek hukum yang melakukan 
pelanggaran terhadap lingkungan berupa ancaman pidana penjara, 
ancaman pidana penjara paling lama pada UUPPLH yaitu maksimal 
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selama 15 tahun penjara dan yang paling sedikit adalah satu tahun 
penjara, olehnya tindak pidana lingkungan hidup memberikan kewajiban 
untuk ditaatinya UUPPLH karena adanya ancaman penjara yang 
diakibatkan oleh adanya unsur delik dalam UUPPLH, ancaman pidana 
penjara UUPPLH sangat tergantung apa yang menjadi perbuatan subjek 
hukum terhadap lingkungan, jika perbuatan subjek hukum terhadap 
lingkungan dapat menyebabkan kematian bagi orang lain diancam dengan 
pidana berat 
Upaya penegakan hukum lingkungan dengan berbagai instrumen 
merupakan upaya untuk melaksanakan amanah UUD NRI 1945 dimana 
disebutkan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik merupakan 
hak asasi manusia dalam Indonesia, olehnya semua upaya yang dapat 
dilakukan untuk menjamin hak asasi tersebut terpenuhi harus dilakukan, 
untuk menunjukan bukti keseriusan pelaksanaan amanah tersebut.  
Dengan adanya Putusan MK 18/PUU-XII/2014 memberikan warna 
baru terhadap pengertian pada beberapa pasal yang terdapat UUPPLH, 
serta memberikan pengaruh yang besar yaitu bahwa dalam hal 
pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan baik itu terkait tindak 
pidana lingkungan hidup ataupun tindak pidana lain yang bersumber dari 
UUPPLH harus melakukan penerapan hukum terpadu baik penyidik 
negeri sipil, penyidik polisi, jaksa dibawah koordinasi menteri lingkungan 
hidup.63  
                                                          
      63 Berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas 
Dan Fungsi Kabinet Kerja dan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P 
TAHUN 2014 tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet 
Kerja Periode Tahun 2014-2019, Presiden Joko Widodo mengintegrasikan Kementerian 
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Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad Nur, 
bahwa Putusan MK 18/PUU-XII/2014 tersebut mewajibkan penegakan 
terpadu di bawah koordinasi kementerian membuat penegakan hukum 
lingkungan menjadi terarah dibawah satu kooordinasi. Lebih lanjut 
dikatakan, bahwa sebelum adanya Putusan MK 18/PUU-XII/2014, 
penegakan hukum lingkungan terkesan berjalan sendiri-sendiri karna 
UUPPLH tidak mewajibkan adanya penegakan terpadu melainkan 
memberikan pilihan dengan adanya frasa “dapat”.64 
Penegakan hukum terpadu dalam lingkunga hidup bukan berarti 
menghilangkan kewenangan tiap instansi yang terkait, Kepolisian dan 
Kejaksaan. Akan tetapi penegakan hukum terpadu ini dilakukan secara 
bersama sama. Misalnya dalam tingkat penyidikan, Kepolisian dan 
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan bekerja sama dalam 
menindak adanya dugaan kasus pencemaran lingkungan hidup.65  
Menurut penulis setiap instansi yang terkait dengan penegakan 
hukum lingkungan wajib mengikuti Putusan MK 18/PUU-XII/2014 yang 
telah memberikan tafsiran baru terhadap bagaimana penegakan hukum 
lingkungan hidup, sehingga ketika prakteknya dilapangan terjadi 
sinkronisasi gerak antar instansi penegak hukum dalam melakukan 
penegakan hukum lingkungn hidup. 
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1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 
18/PUU-XII/2014, telah sesuai dengan UUD NRI 1945 dan 
semangat dari UUPPLH dengan tujuan untuk menjamin hak asasi 
manusia yaitu untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik, 
selain itu hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran 
terhadap Pasal 59 Ayat (4) dan 95 Ayat (1) UUPPLH yang 
menguatkan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan 
khususnya yang terkait dengan penegakan hukum pidana 
lingkungan dengan mempergunakan keterpaduan penegakan 
hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas ultimum 
remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana 
sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum 
administrasi dianggap tidak berhasil 
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 
memberikan  pengaruh yang sangat besar terhadap penegakan 
hukum lingkungan terkait pelaksanaan penegakan hukum pidana 
lingkungan baik itu terkait tindak pidana lingkungan hidup ataupun 
tindak pidana lain yang bersumber dari UUPPLH harus melakukan 
penerapan hukum terpadu baik penyidik negeri sipil, penyidik polisi, 
jaksa dibawah koordinasi menteri lingkungan hidup harus 




Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis kemukakan di atas, 
maka untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum lingkungan 
Indonesia maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah dan semua instansi terkait dalam hal penegakan 
hukum Lingkungan sebaiknya melakukan kerja sama yang terpadu 
dan konsisten dalam hal mewujudkan penegakan hukum 
lingkungan, serta tidak membeda-bedakan pelaku kejahatan tindak 
pidana lingkungan hidup baik itu masyarakat umum maupun 
pemerintah sebagai subjek hukum terkait lingkungan hidup, tanpa 
melihat latar belakang  subjek hukum tersebut. 
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait agar 
menyesuaikan tugas dan kewenangannya dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 agar terwujud 
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